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LAPORAN AUDITOR PUBLIK
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM 2014 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam
Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDK) dari Partai Nasdem, termasuk buku
pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).
Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang
bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan,
pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan
audit dana kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan,
ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye Pemilu yang menyajikan informasi
mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu.
Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup
saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kecukupan dari
prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai
konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang
disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari-laporan ini, baik untuk tujuan
pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana
disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

- Licence No. : 348/KM.1/2008 Licence No. : 1046/KM.1/2010
& Head Office : MT. Haryono Square Building 3rd floor, No. 23 Branch Office :
JI. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta 13330 Jin. Wolter Monginsidi No. 22B Pekanbaru 28115
Telp. : (62-21) 7123 6444, 9811 0290, 2906 7221 Facs. : (62-21) 2906 7304 Telp. (62-761) 38354 Facs. : (62-761) 46257
- E-mail : office@cpa-bw.com, Website. www.cpa-bw.com & www.mgiworld.com E-mail : officepku@cpa-bw.com
‘ * MGl is a worldwide alliance of independent auditing, accounting and consulting firms, Neither MGI nor %
any member firm accepts responsibility for the activifies, work opinions or service of any other members
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- Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing
[ yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran

penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK.
- Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta
E untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami

ketahui dan kami laporkan kepada KPU.
- . : : ; :

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan
- untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang
< tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.
E Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan

ini.
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LAMPIRAN 1
LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN / KETERANGAN

1 2 3

A [UMUM

I |Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan|Pada hari Kamis, 23 April 2014 kami melakukan

dokumen vang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu

serah terima Laporan Dana Kampanye Peserta
Pemilu Tahun 2014, yang diserahkan & ditanda
tangani olch pihak Partai Nasdem Provinsi Sumbar
vang diwakili oleh Dodi Mariandi, diketahui &
ditanda tangani oleh pihak KPU Provinsi Sumatera
Barat yang diwakili olech Aan Wuryanto, diterima &
ditanda tangani oleh pihak KAP vang diwakili oleh|
Arif Fadilla.

a) Tentrkan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan
dan pengeluaran dana kampanye dengan cara;

yang tercanium dalam rekening Koran Rekening
Khusus  Dana Kampanye (vang mencakup
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

2) Apabila 25% dari  keseluruhan transaksi
menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas)H
transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15
(lima belas) transaksi.

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan

’ dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum
dalam LADK & RKDK kurang dari 15 (lima belas),
maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan
untuk seluruh transaksi tersebut.

b) Menelusuri  transaksi  terscbut ke LPPDK nntuk

LPPDK.

c) Jika terdapat (ransaksi yang tercantum dalam RKDK|
tetap’ tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam
temuan. .
Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan
transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas)
(ransaksi.

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item lransaksw

menentukan tercatat tidaknva Transaksi tersebut dalanqdipilih, transaksi-transaksi tersebut sudah tercatat di

Berdasarkan Rekening Koran RKDK yang kami
terima, terdapat 30 (tiga puluh) transaksi.
Dikarenakan 25% dari transaksi mcnghasilkan1
angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka
vang di audit adalah sebanvak 15 (ima belas)
transaksi.

Berdasarkan transaksi dalam RKDK yang sudah

LPPDK.
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ATAS PROSEDUR YANG

LAMPIRAN 1

DISEPAKATI

PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO

PROSEDUR. YANG DISEPAKATI

TEMUAN / KETERANGAN

—

2

3

REKENING DANA KAMPANYE

Tentukan lesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana
RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu deugan
mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

Berdasarkan RKDK yang kami terima, status bank
umium, bank yang dipilih untuk membuka RKDK
sudah sesuai dengan peraturan vang berlaku
adalah Bank BRI dengan nomor 00001201-01-
000109-56-4 an. Partai Nasdem DPW Sumatera
Rarat.

1

b)

a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK terscbut

dengar nama Partai Politik PesertaPemilu, dengan

mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Pesertal Sumatera Barat.

Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK terscbut.

Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik
Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta
Pemilu  yang bersangkutan, wajib disertai surat
keterat.gan/surat peryataan yang menerangkan rekening
tersebut dipergunakan sehagai Rekening Klsus Dana
Kampanye Partai  Politik Peserta  Pemilu yang
bersangkutan.

Berdasarkan RKDK vang kami terima, kepemilikan
RKDK adalah atas nama Partai Nasdem DPWW

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

S. [a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan|Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan
bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Pencrimaan|Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta
Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta|Pemilu & LPPDK vang kami terima, Sumber dan
Pemilv sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Pesertalbentuk penerimaan menurut klasifikasi penyumbang
Pemiln untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye)|antara nilai yang tercantum dalam DLPSDK dengan
dengan klasifikasi penerimaan menurut kelertuan yang|nilai yang tercantum LPPDK telah sesuai.
mencakup enerimaan dari pihak-pihak berikut:
1)  Partai Politik Peserta Pemilu:
2)  Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD
3)  Suvmbangan pihak lain:
(a) Perseorangan.
(4 Kelompok.
(¢) Perusahaan/badan usaha non
pemerintah.
4)  Lamnya (termasuk hutang dan diskon)
b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana|Berdasarkan  Daftar

Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atan
LPPCK  Partai  Politik Peserta Pemilu tidak
memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau
berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar
Laporen  Penerimaan sumbangan Dana Kampanye
berbeda dengan klasifikasi daiam LPPDK Partai Politik

HSumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta
Pemilu & LPPDK vang kami terima, klasifikasi
penerimaan tersebut telah sesuai ketentuan, Sumber
penerimaan berasal dari Parpol dan Caleg,

Laporan Penerimaan

L
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LAMPIRAN 1

DISEPAKATI

PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINST SUMATERA BARAT

NO

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN / KETERANGAN

2

3

Peserta  Pemilu yang memperlihatkan  Klasifikasi
pener'maan sumbangan yang diterima dari pthak-pihak
sebagai berikut:

1) Perscorangan

2). Kelompok

3) Perusahaan/Badan Usaha

4) Lainrya (termasuk utang dan diskon)
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat
sural pernyataan, laporkan dalam temuan.

¢) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk|Berdasarkan klasifikasi penerimaan  sumbangan,
transaksi penerimaan dana kampanyc) dari Partai Politik|tidak terdapat surat pernyataan penvumbang karena

tidak ada transaksi penyumbang vang bersumber
baik dari  perseorangan, kelompok, dan
perusahaan/badan usaha.

a) Tentukan  keakurasian  matematis (penjumlahan,
pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi vang
tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan
kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam
temuan.

Berdasarkan  Daftar  Laporan  Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye yang kami terima,
keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan,
don sebagainya) dari seluruh transaksi yang
tercantum dalam DLPSDK sudah sesuai.

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi
penyumbang antara wilai yang tercantum dalam Daftar
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan
nilai yyang tercantum dalam LPPDK.

b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut

dalam temuan,

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan

terjadinya perbedaan terssbut kepada Partai Politik

Peser'a Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti vang

terkait berdasarkan penjelasan vang diterima dari Partai

Politik Peserta Pemilu.

d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan

perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan

dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Pesertal

Pemilu.

Jumlah penerimaan menurul klasifikasi
penyumbang antara nilai vang tercantum dalam
Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye dengan LPPDK hasilnva sesuai.

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan
untuk setiap penyumbang secura akumuiatif,

b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif]
untuk tiap penvumbang vang tidak akurat, laporkan
dalam temuan.

Berdasarkan ~ Daftar  Laporan  Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye yang kami terima,
sumbangan berasal dari Parpol dan Caleg,
keakurasian perhitungan  penjumlahan  secara
akumulatif telah akurat untuk setiap penyumbang.
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LAMPIRAN 1
LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
NO PROSEDUR VANG DISEPAKATI TEMUAN / KETERANGAN
1 2 3
9 la) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang|Berdasarkan  Daftar Laporan  Penerimaan

Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang,

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan Ketentuan,
laporkan fakta tersebut berikut
nama dan identitas penyumbang tersebut dalamn temuan.

diperbolehkan menurut ketentuan vang berlaku dengan|Sumbangan Dana Kampanye vang kami terima,
cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan vangftidak ada transaksi penyumbang vang bersumber
tercantum dalam Daftar Laporar Penerimaan Sumbangan|dari

perseorangan,
perusahaan/badan usaha.

kelompok, dan

10

a) Tentukan kepatuhan pencatatan wansaksi penerimaan|
dalarn Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanve dengan cara :
1) Memilih 25% dari selurvh jumlah item transaksi
penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan
seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas),
klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup)

dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
[lampanye. '

2) Apabila  23%  dari  keseluruhan
menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga
puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak
30 (tiga puluh) transaksi.

transaksi

3)  Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan
secara acak yang mewakili ketercakupan selurch
Jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi
penerimaan, dan periode yang tercakup dalam
DSPDK kurang dari 3C (tiga puluh), maka pengujian
keiengkapan tersebut dilakukan untuk  seluruh
transaksi tersebut.

b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi vang
dipilih tersebut:
1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang

teccantum  dalam  Daftar Laporan Penerimaan

pernyataan penvumbang tersebut.

dengan  surat  pemnyataan
perseorangan  dan  buktibukti  pendukung
fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas
lain yang sah, dan Ilotokopi NPWP (apabila
ada).

Sumbangan Dana Kamnanye dengan  surat|sumbangan yang bersumber dari perscorangan,
kelompok, dan perusahaan/badan.

(u) Identitzs penyumbang perscorangar: dibuktikan|Tidak ada transaksi penyumbang vang bersumber
penyumbang|dari perseorangan.

(t) Identitas kelompok dibuktikan dengan s -at|Tidak ada transaksi penyumbang yang bersumber
pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-|dari kelompok.

Berdasarkan Daftar laporan penerimaan sumbangan
dana kampanye yang kami terima, transaksi
penerimaan  berjumlah 42 (empat Puluh dua)
transaksi, 25 % keseluruhan transaksi menghasilkan
angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi. maka
vang diaudit adalah scbanyak 15 (lima belas)
transaksi.

Berdasarkan  Daftar  Laporan  Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye tidak terdapat

bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok
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pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau
badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti
pendukung fotokopi akta pendirian dan
fotokopi NPWP.
(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbc ‘aan
tersebut dalam temuan.
¢) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya sertaf
ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian
penca‘atan transaksi tersebut.
d) Jika ierdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam
RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung,
laporkan dalam temuan.

e) Berdasarkan bukti pendukung vang diperoleh dan
diperiksa, dokumen-tasikan informasi iransaksi tersebut]
dalam kertas kerja vang mencal:up pada:
1) tanggal transaksi

2) nilai transaksi

3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta
pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya vang
diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari
pihak yang memberikan sumban zan;

4) jenis venerimaan (kas atau bukan kas); dan
5) Klasifixasi penerimaan

f) Untuk snmbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif]
kepaca pihak vang memberikan sumbangan untuk
mengkonifirmasikan  keakurasian  identitas pemberi
sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan,
(kas 2iau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan1
secara langsung oleh KAP.

g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk
mendokvmentasikan pengiriman kenfirmasi tersebut.

h) Bandingkan informasi antara vang diterima berdasarkan
Jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam
Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

1) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan ‘erscbut
dalam temuan.

) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan
terjadinva perbedaan tersebut kepada Partai Politik
Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-

LAMPIRAN 1
LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN / KETERANGAN
2 3
(¢) Ident*ss perusahaan, dan/atau badan usaha|Tidak ada transaksi penyumbang yang bersumber
bukan pemerintah dibuktikan dengan surat|dari perusahaan/badan usaha.

Tidak ada transaksi penvumbang yang bersumber

dari perseorangan, kelompok dan perusahaan/badan
usaha.

bukti yang terkait berdasarkan penjelasan vang diterima
dari Partai Politik Peserta Pemilu. I
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LAMPIRAN 1
LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN / KETERANGAN
1 2 3

k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut den alasan

m) Jika lerdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa

perbecdaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil
pencouokan dengan bukti yang diterima dari Pescrta
Pemilu.
Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas,
tentukan  kesesuaian pencatatan nilai sumbangan,
berdasarkan harga pasar wajar vang berlaku pada saat
sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.

vang dicatat Partai Politik Peserta Pemiiu tidak
. berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut,
laporkan dalam temuan.

Tidak terdapat transaksi sumbangan yang diterima
dalam bentuk bukan kas vang bersumber dari
perseorangan, kelompok, dan perusahaan/badan
usaha.

D |[PENGELUARAN DANA KAMPANYE

11 |a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran

b

—

dalam Daflar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye
(DAFDK) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran
Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu
memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan
bukar kas) dan Klasifikasi pengeluaran (pengeluaran
operasi. modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.

Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan alauL
LPPDK  Partai  Politik Deserta Pemilu  tidak
memperlihatkan  klasifikasi pzangeluaran tersebut atau
berbec'a dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK,
Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi
dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporxan
dalamr temuan.

Berdasarkan DAPDK vang kami terima, kesesuaian|
klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam DAPDK
telah sesuai dengan bentuk pengeluaran (kas dan
bukan  kas) dan  Klasifikasi pengeluaran
(pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain )
menurut ketentuan.

12 |a)

b)

Tentukan  keakurasian  matematis (penjumlahan,

pengurangan, dun sebagainya) dari seluruh transaksi vang|keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan,

tercarfum dalam DAPDK dengan cara melakukan

perhitungan kembali atas keakvrasian matematis tersebut. [dalam DAPDK.

Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam
temuan.

Berdasarkan  DAPDK  vang  kami  terima,

dan sebagainya) telah sesuai dengan yang tercantum

13 |a)

b)

Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi|Berdasarkan DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu
pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK vang kami terima, klasifikasi pengeluaran antara
nilai yang tercantum di dalam DAPDK dengan nilai|
vang tercantum dalam LPPDK telah sesuai.

dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Lapothan pembandingan jumlah penerimaan terscbut
dalam ‘emuan.
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DISEPAKATI

PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOXRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN / KETERANGAN

2

3

¢) Jika tcrdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti

dengen melakukan prosedu- vang menanvakan alasan
terjadinva perbedaan tersebut kepada Partai Politik
Peserta Pemilu dan melakukar: verifikasi atas bukti vang,
terkail berdasarkan penjelasan vang diterima dari Partai
Politik Peserta Pemilu.

14 | Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi
pengeluaran dalam DAPDK
dengan cera:

a) Memilili 25% dari seluruh jumlah item transaksi|Berdasarkan DAPDK  yang kami terima,

b

S—

c)

d)

pengeluaran  secara acak, tetapi harus mewakili

ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan| puluh)

kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi,
modal.dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam
DAPKD.

Apabila 25% dari keseluruhan transaksi mengaasilkan
angku kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka yang
diaudit adalah scbanyak 15 (lima belas)transaksi.

Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeiuaran danaL

kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 15
(ima elas), maka pengujian kelengkapan tersebut
dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang
dipilib tersebut:

1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnyamewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran

den ke RKDK.
2)  Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam
PKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung,
laporkan dalam temuan.

3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan
diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi
tersebut yang mencakup (pada):

(a) tanggal transaksi;

(o) nilai transaksi;

(¢} Pihak menerima pembayaran dari Peserta
Pemilr: sorta

vang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu,

keseluruhan transaksi pengeluaran terdapat 50 (lim
transaksi.  Dikarenakan  25% dar:L
keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang
dari 15 (lima belas) transaksi, kami memilih semua
transaksi yang tercantum di dalam DAPDK..

Berdasarkan DAPDK vyang kami terima, kami
memilih 15 sampel transaksi pengeluaran yang

dan periode yang tercakup dalam DAPDK.
Kemudian, kami telusuri transaksi-transaksi
tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK,
hasilnya transaksi-transaksi tersebut benar adanya|
dan sudah tercatat di DAPDK, tetapi tidak semua
tercatat dulam mutasi RKDK karena sebagian
dikeluarkan secara tunai oleh Bendahara.

Bukti pendukung yang kami peroleh dan periksa,
kami mendokumentasikan informasi yang relcvan1
atas transaksi tersebut yang mencakup pada : (i)
tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi. (iii) pihak

serta (iv) dan deskripsi dari transaksi telah sesuai.

(d) _dan deskripsi dari transaksi.
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LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
NO PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/ KETERANGAN
1 2 3

4)  Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam| Berdasarkan DAPDK yang kami terima, tidak
nentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan terdapat pengeluaran dalam bentuk bukan kas.
nilai pengeluaran tersebut terdasarkan harga yang
berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat
transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.

5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan
Jusa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar
berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan,

6)  Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa|Berdasarkan DLPSDK vang kami terima, tidak
vang melebihi batas kewajaran terdapat diskon pembelian barang atau jasa vang
transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhanimelebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara
pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan danfumum
dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye,

7)  Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan  atas|Berdasarkan DLPSDK vyang kami terima, Partai
snmbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan|Politik patuh terhadap pencatatan atas sumbangan!
uilai dan sumber sumbangan vang telah disebutkanfterssbut. Dikarenakan tidak terdapat diskon
di atas. pembelian barang atau jasa yang melebihi batas

Kewajaran transaksi jual beli secara umumw
E_[SURAT KEPRESENTASI DARI PARTAT POLITIK PESERTA PEMITUKEPADATAT

Dapathan Surat Asersi Partai Politik Peserta Pemilu yang
menyatakan hal yang telah dimirta oleh KAP vang tclah
disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

Nasdem Provinsi Sumatera Barat.

Pada hari Kamis, 23 April 2014, kami sudah
mendapatkan  Surat  Asersi dari pihak Panaiq
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LAMPIRAN A.1

DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

~ami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Willy Aditya
Alamat : J1. Kebon Nanas Utara
Alamat domisili : JI. Kebon Nanas Utara

Nomor telepon :-
Nomor HP (aktif) : 08131662633

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat
~. Nama : Endarmy

Alamat : Pasa Tangah Kayu Tanam

~lamat domisili : Pasa Tangah Kayu Tanam

~omor telepon ;=
“omor HP (aktif) @ 081266840059
“zbatan : Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumaltera Barat

~“mzan ini menyatakan Kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor
= ~znun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan

s.zmpanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah
“=ngan Peraturan KPU Nomor | Tahun 2014, sebagai berikut: i

SBahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal
memungutan suara) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.

- 3Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan

—zngeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai
=zerta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan
~enerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang,
cada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank

- Zzhwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan
mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang,
zrmasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
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mewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak
ooleh melebihi jumlah di bawah ini :

4. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.

b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyurmbang kelompok dan/atau badan usaha non
pemerintah

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai
berikut sesuai dengan waktu vang telah ditetapkan :

4.  Penerimaan Sumbangan Periode ! dan Periode 11
. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
c. Laporan Awal Dana Kampanye

Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang
dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
5. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
<. Melaporkan sumbangan yang dilarang.

Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari
<=zkayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Szhwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan
cznerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening
=‘husus Dana Kampanye, meliputi :

Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening
Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai
Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana
Kampanye.

o

. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana
Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai
dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Sahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus

~zana Kampanye Peserta Pemilu :

- Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai
Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum
nari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

=. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai
perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus Dana
Hampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta
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Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan
yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus
Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu vang bersangkutan.

0. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana

i1

Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan
sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan

peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye.

- Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye
Pemilu yang dilaporkan mencakup:

a. informasi daftar penyumbang;

b. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang
dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan
Kampanye Pemilu dalam bentulk rapat umum:;

c¢. jumnlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat
dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai
dengan paling lambat 14 {(empat belas] hari sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

- =mikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang, 17 April 2014

Willy Aditya
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AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
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PROVINSI SUMATERA BARAT

No Hal UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK
PATUH

1 2 3 4 5

A, UMUM

1. |CAKUPAN Partai  Politik Peserta Pemilu wajibla) Pasal 135 ayat (1) Undang- PATUH

LAPORAN menyerahkan Laporan Penerimaan dan|  Undang Nomor
Pengeluaran Dana Kampanye (paling| 8 Tahun 2012

lambat 15 (lima belas) hari setelah
tanggal pemungutan suara) berikut di
bawah ini beserta laporan-laporan
lainnya yang terkait

a) Pada Partai Politik Tingkat
Pusat 1 (satu) buah Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Partai
PolitikTingkat Pusat.

b) Pada Partai Politik Tingkat
Provinsi, yang mencakup :

1) Laporan Penerimaan
danPengeluaran Dana
Kampanye Partai Politik

Tingkat Provinsi, dan

2) Seluruh Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran
DanaKampanye  Partai Politik
Tingkat Kabupaten/ Kota di
Provinsi yang bersangkutan,

Dilengkapi dengan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana

1)  Model DK1-PARPOL;

2) Model DK2-PARPOL

3) Model DK3-PARPOL;

4)  Model DK4-PARPOL;

5) Model DK5-PARPOL;

6) Model DK6-PARPOL;

7) Model DK7-PARPOL

8) Model DK8-PARPOL;

9) Model DK9-PARPOL;

10) Model DK10-PARPOL;

11) Model DK11-PARPOL;

12) Model DK12-PARPOL

13) Model DK13-PARPOL;

14) Copy bukti Tagihan/Utang

15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan
dan Transaksi Pengeluaran

16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak

Lain

b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) Peraturan KPU!
Nomor 17 Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 1
Tahun 2014.

¢) Model DK-10 PARPOL.
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AUDIT KEPATUHAN

ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN 3

No Hal UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT F AT:;’_TU;DAK
2. |PERIODE Partai Politik Peserta Pemilu wajibja) Pasal 129 ayat (7) Undang- PATUH
PENCATATAN  |melakukan pencatatan penerimaan dan| Undang Nomor 8 Tahun
DAN pengeluaran Dana Kampanye dimulai] 2012;
PELAPORAN sejak 3 (tiga) hari .setclah di-telapkan b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan
sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1| * oy Nomor
(satu) minggu sebelum penyampaian 17 Taliisii 2013
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran scbagaimana diubah dengan
Dana Kampanye kepada KAP. Peraturan KPU Nomor 1
Tahun 2014,
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
B. DANA KAMPANYE PEMILU
3. |RKDKP Partai Politik Peserta Pemilu wajibla) Pasal 129 ayat (3) dan ayat PATUH
menempatkan Dana Kampanye berupal (4) Undang-Undang Nomor
uang. pada Rekening Khusus Dana 8 Tahun 2012;
Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu|  b) Pasal 9,Pasal 10 dan
pada bank Pasal 14 Peraturan KPU
Nomor 17 Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan
Peraturan KPU Nomor |
Tahun 2014.
4, |BATASAN Partai Politik Peserta Pemilu wajibla) Pasal 129 ayat (3) dan ayat PATUH
MAKSIMUM mematuhi jumlah penerimaan (4) dan Pasal 131 ayat (1),
SUMBANGAN sumbangan (mencakup uang, barang,| ayat (2), dan ayat (3)
dan/atan jasa yang dapat dinilai dengan| Undang-

uang, termasuk hutang dan diskon
pembelian  barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli secara umum) yang dilaporkan
dalam LPPDK tidak boleh melebihi
jumlah di bawah ini;

a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang
perseorangan
b) Rp. 7.5 Miliar untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan usaha non
pemerintah.

b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1),

Undang Nomor 8 Tahun
2012;

Pasal 45 ayat (1) dan Pasal
46 Peraturan KPU Nomor
17 Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 1
Tahun 2014,
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AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

LAMPIRAN 3

PROVINSI SUMATERA BARAT

No Hal UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | T AT;T’T'DAK
5. |KETEPATAN Partai Politik Peserta Pemilu wajiba) Pasal 134 ayat (1) Undang- PATUH

WAKTU mematuhi penyerahan laporan sebagail Undang Nomor 8 Tahun

PELAPORAN KE|berikut sesuai dengan waktu yang telah 2012;

KPU (LP- ditetapkan : b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20

1,LP-2 setor ke kas ayat (5) dan Pasal

negara, lapor ke 22 ayat (4) Peraturan KPU

KPU)

a)
b)

<)

Dilengkapi dengan:

Penerimaan Sumbangan Periode 1
dan Periode 11

Pembukaan Rekening Khusus Dana
Kampanye

Laporan Awal Dana Kampanye

Berkas tanda terima dari KPU
Daftar  Penerimaan  Sumbangan
Dana Kampanye Periode 1 dan
Periode 11

Model DK8-PARPOL

Model DK9-PARPOL

d)

e)

f)

g)

h)

Nomor 17 Tahun

Peraturan KPU Nomor 17
Tahun 2013 sebagaimana
diubah dengan Peraturan

KPU Nomor 1 Tahun
2014,

Surat KPU Nomor
658/KPU/IX/2013 tanggal
27 September 2013,

Surat KPU Nomor|
659/KPU/IX/2013 tanggal
27 September 2013;

Surat KPU Nomor'

811/KPU/XT/ 2013 tanggal
29 November 2013;

Surat KPU
821/KPU/XV/ 2013
tanggal 29 November 2013;

Nomor

Surat KPU Nomor|
860/KPU/XII/ 2013

tanggal 24 Desember 2013;
Surat KPU Nomor
69/KPU/I/2013

tanggal 7 Februari 2014,
Surat KPU Nomor

70/KPU/ML/2013 tanggal 7
Februari 2014.
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AUDIT KEPATUHAN

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN 3

ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

No Hal UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | T ATmAK
6. Apabila terdapat Partai Politik Pesertaja) Pasal 131 ayat (4) Undang- PATUH
Pemilu menerima sumbangan yang| Undang Nomor
dilarang maka wajib mematuhi ketentuan 8 Tahun 2012;
sebagai berikut:
a) Dilarang menggunakan sumbangan|b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat
tersebut; (3) Peraturan KPU Nomor,
b) Menyetorkan  sumbangan yang| 17 Tahun Peraturan KPU
dilarang ke kas Negara; Nomorl7  Tahun 2013
* dan sebagaimana diubah dengan
¢) Melaporkan sumbangan yang Peraturan  KPUNomor 1
* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU| ~ Tabun 2014.
dan bukti Surat Setoran Penentuan
Peneriman Negara Bukan Pajak
("SSPNBP”).
7 |SUMBER DANA [Sumber Dana Kampanye Calon Anggotaja) Pasal 41 Peraturan KPU PATUH
PARTAI DPR dan DPRD bersumber darif Nomor 17 Tahun
kekayaan pribadi dan Partai Politik yang| 2013 sebagaimana diubah
bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan| dengan Peraturan KPU
ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-| Nomor 1 Tahun 2014,
PARPOL)
b) Surat KPU Nomor
859/KPU/X11/2013 tanggal
24 Desember 2013.
c LAPORAN AWAL DANA
: KAMPANYE DAN REKENING
8. |PERIODE Partai Politik Peserta Pemilu wajib|a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat PATUH
LAPORAN mematuhi lingkup waktu pencatatan|  (7) Undang Undang Nomor
PENERIMAAN penerimaan dan pengeluaran Laporan| 8 Tahun 2012;
AWAL Awal Dana Kampanye dan Rekening|b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat

Khusus Dana Kampanye Pemilu,

meliputi :

a) Lingkup waktu pencatatan
penerimaan  dan  pengeluaran
Laporan Rekening Khusus Dana
Kampanye yang dilaporkan
terhitung sejak 3 (tiga) hari

ditetapkan sebagai Partai Politik
Peserta Pemilu sampai dengan
pembukaan rekening khusus Dana
Kampanye .

b) Lingkup waktu pencatatan
penerimaan  dan  pengeluaran
Laporan Awal Dana Kampanye
vang dilaporkan terhitung dari sejak
pembukaan Rekening Khusus Dana
Kampanye sampai dengan paling
lambat 14 (empat belas) hari
sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan Pemilu dalam bentuk
rapat umum.

(2) Peraturan KPU Nomor
17 Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 1
Tahun 2014;

¢) Surat KPU Nomor
69/KPU/MI/ 2013 tanggal 7
Februari 2014;

d) Surat KPU Nomor
TO/KPU/II/ 2013 tanggal 7
Februari 2014.
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AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

LAMPIRAN 3

PROVINSI SUMATERA BARAT
No Hal UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | T AT;JETU;DAK
9. Partai Politik Peserta Pemilu wajib)a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat PATUH
membuka Rekening Khusus Dana (6) dan 134 ayat
Kampanye: (1) dan ayat (6) Undang-
a) » Dimulai 3 (tiga) hari setelah Pesertal Undang Nomor 8 Tahun
pemilu ditetapkan sebagai peserta| 2012;
NGGAL i :
:l?MgI(_iﬂ(AAN Pemilu da‘n paling lambat _l4 (empat b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat
e !)elas hari) sebelum hari pertamaj  (9) gan Pasal 15 Peraturan
jadwal  pelaksanaan  kampanye|  kpyU Nomor 17 Tahun 2013
dalam bentuk rapat umum, sebagaimana diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 1
Tahun 2014;
¢) Surat KPU Nomor
NAMA BANK b) Pada bank pemerintah atau bank 851/KPU/XI1/2013 tanggal
bukan pemerintah yang mempunyai 19 Desember 2013.
perwakilan di Provinsi dan/atau
NAMA kabupaten/kota diseluruh wilayah
PEMILIK Indonesia
¢) Atas nama Partai Politik Peserta
RKDKP Pemilu, apabila Rekening Khusus

Dana Kampanye Partai Politik
bukan atas nama Partai Politik yang
bersangkutan, wajib disertai surat
keterangan/surat pernyataan yang
menerangkan  rekening  tersebut
dipergunakan scbagai Rekening
Khusus Dana Kampanye Partai
Politik yang bersangkutan.

Catatan:

1) Pastikan Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening Partai Politik dan/atau
terpisah dari rekening pribadi
Calon Anggota DPD;

2) Pastikan pengelola Rekening
Khusus Dana Kampanye Ketua
Umum, Bendahara Umum,
ketua dan bendahara, atau nama
lain yang ditugaskan partai
politik, disertai dengan surat

keterangan/surat pernyataan
dari partai  politkk  yang
bersangkutan,




AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

LAMPIRAN 3

PROVINSI SUMATERA BARAT
No Hal UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT ¥ AT;J;’,I{EEAK
10. |CAKUPAN Partai Politik Peserta Pemilu wajibja) 131 ayat (3) Undang- PATUH
LAPORAN membuat  Laporan Rekening Khusus| Undang Nomor 8
PEMBUKAAN Dana Kampanye vyang dilaporkan| Tahun 2012;
REKENING mencakup:
KHUSUS a) Sumber perolehan saldo awal atau|b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan
saldo pembukaan; KPU Nomor 17 Tahun 2013
b) Rincian perhitungan penerimaan| sebagaimana diubah dengan
dan pengeluaran vang sudah| Peraturan KPU Nomor 1
dilakukan scbelumnya apabila saldo|]  Tahun 2014;
awal  merupakan  sisa  dari
penerimaan dana dengan|c) Model DK8-PARPOL;
peruntukan  kampanye  yang|d) Model DK12-PARPOL.
diperoleh sebelum periode
pembukaan Rekening Khusus Dana
Kampanye
DILENGKAPL:
1) Laporan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran calon anggota DPR dan
DPRD
2) DK8-PARPOL yang diserahkan
kepada KPU
11. |CAKUPAN Partai Politik Peserta Pemilu wajibla) Pasal 131 ayat (3) Undang- PATUH
LAPORAN membuat Laporan Awal Dana Kampanye| Undang Nomor 8 Tahun
AWAL yang dilaporkan mencakup: 2012; 14,

a) informasi daftar penyumbang;

b) jumlah penerimaan dan
pengeluaran  Dana  Kampanye
berupa uvang, barang dan/atau jasa
setelah tanggal pembukaan rekening
khusus sampai dengan paling
lambat 14 (empat belas) hari
sebelum hari pertama jadwal
pelaksanaan  Kampanye Pemilu
dalam bentuk rapat umum;

¢) jumlah penerimaan dan
pengeluaran  Dana  Kampanye
sebagaimana tercatat dalam
Rekening Khusus Dana Kampanye
dari bank sejak dibuka sampai
dengan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum hari pertama
jadwal  pelaksanaan Kampanye
Pemilu dalam bentuk rapat umum,

DILENGKAPI:

1) Laporan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran calon anggota DPR dan
DPRD.

2) DK9-PARPOL yang diserahkan
kepada KPU

b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal
21 ayat (1) Peraturan KPU
Nomor 17 Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 1

Tahun 2014

=

¢) Model DK-9 PARPOL;
d) Model DK12-
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[ ™ODEL DR10-PARPOL

PARTAI NASDEM
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Perlode dari tanggal 11 Januari 2013 s.d. tanggal 17 April 2014

Nomar Uraian Rp Unit Keterangan
A, SALDQ PER 17 Desember 2013 1.000.000
Kas di Rekening Nomor : 1201-01-000103-56-4 1.000.000
Kas di Bendahara
Barang
Tagihan kepada
Utang
B Penerimaan (18 Desember 2013 2014 s.d. 17 April 2014) 3.649.080.143
1 Partai Politik 790 504 300

Para Calon Legislatif (Total Penerimaan)

2 Keterangan -

Rincizn Nama Para Calon dan Jumiah ditulis dalam
| Dantuk lampiran

2.858.575.843

3 Sumzozngan Perseorangan .

ngan Kelompok (kelompok organisasi non

& “~1ah, kelompok sosial. keiompok keagamasn dil) )
5 Sum=zangan Badan Usaha -
[ Lz ~-Lan Komitmen -

a Percaran Utang -

¢ Pe-z-maan Piutang =

c Pengaivaran (18 Desember 2013 2014 s.d. 17 April

2014 3.793.297.039

1. Par~z2 _aran Operasi 3.793.234.761
a P _an terbatas .
b P .2n tatap muka 435.665.528
¢ &< z —2ssa cetak dan media massa elektronik 45.000.000
d P "2 bahan kampanye kepada umum 2.869.575.843
e P 331 alat peraga di tempat umum 95.650.000
{ Ragat urum 347.343.390
¢~¥=3 213" '2n yang tidak melanggar larangan Kampanye
dar

7 P=73T.73" perundang undangan

2. Pergeua~a~ Madal -

2 Pemoszn Kendaraan =

& _Pemoe 3~ Peralstan (Komputer.inventaris) -

€. Lain-a~ =

3. Pengeiuaa~ Lan-Lain 62.278

a. Pembenan “udang -

b. Pembayzran Utang

¢. Lain-lain 62.278

E B R R R RN RN EEEEEEEEEERNEEEER

SALDO PER 17 April 2014 2.008.097
Kas di Rekening Nomer : 1201-01-000109-56-4 2.001.397
Kas di Bendahara 6.700
Barang -
Tagihan kepada ”
Utang

"

Padang. 17 Apnl 2014
“ztua Bendahara

Py ) Partai Nas
.-m‘ SuMATERA B4

-
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LAMPIRAN 5

DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN

A. DASAR PENUNJUKAN

Penugasan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Nasional Demokrat oleh Kantor Akuntan Publik
Basyiruddin & Wildan dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 101/PPK-
KPU-SB/IV-2014 tanggal 24 April 2014 antara KAP Basyiruddin & Wildan dengan KPU Provinsi
Sumatera Barat.

RUANG LINGKUP PENUGASAN

Audit terhadap LPPDK Partai Nasional Demokrat Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan
menggunakan prosedur disepakati sebagai dituangkan dalam Peraturan KPU No.17 Tahun 2013.
Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Peraturan tersebut ditetapkan KPU dengan mengacu
pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012. Peraturan KPU No. 01 Tahun 2014 beserta lampiran
terkait dan SE KPU dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan
Standar Auditing Seksi 622. Perikatan untuk Menerapkan prosedur yang disepakati atas unsur, akun,
atau Pos Suatu Laporan Keuangan (Pernyataan Standar Auditing No. 51), (selanjutnya disebut SA
Seksi 622) yang ditetapkan oleh IAPL

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan oleh IAPI dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran
penyajian LPPDK  maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung
jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati yang dilampirkan dalam pedoman ini berada pada
KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan) dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang
melaksanakan penugasan) atau TAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan

prosedur yang disepakati dan pelaporan temuan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
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Sesuai dengan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 beserta lampiran terkait. Peserta Pemilu yang
diwajibkan untuk menyusun LPPDK adalah sebagai berikut:

(a) Partai politik yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut DPP), Dewan
Pimpinan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut DPD Provinsi), dan Dewan Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut DPD Kabupaten/Kota).

(b) Calon anggota DPD.

(c¢) Calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun demikian sesuai dengan Peraturan KPU No.17 Tahun 2013 pasal 25. Peserta Pemilu yang
diwajibkan untuk menyampaikan LPPDK kepada KAP untuk diaudit tidak mencakup calon anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, LPPDK yang disusun oleh calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan bagian dari lingkup

audit dana kampanye Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati.
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